
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 67 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010 - 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional yang menyatakan bahwa RPJM Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah
dilantik;

Mengingat :

b.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di
atas perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010-2015;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan
Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 517);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun    2005 – 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010 – 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2015,

yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun
2010 sampai dengan tahun 2015.

5. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 – 2015.

6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah bentuk operasional dari RPJMD untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Kepala Bappeda dan PM adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur.

8. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Kabupaten Belitung Timur.

9. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Belitung Timur.

10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil
Bupati sesuai hasil Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tanggal 3 Juli 2010.

(2) RPJMD memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah,
kebijakan umum dan program pembangunan Daerah serta rencana program
prioritas pembangunan Daerah yang mencakup gambaran pengelolaan
keuangan Daerah dan kerangka pendanaan dalam melaksanakan rencana
program pembangunan Daerah.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
b. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD; dan

BAB III
MEKANISME

Pasal 3

SKPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra
SKPD.



Pasal 4

SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bappeda dan
PM dalam menyusun Renstra SKPD.

Pasal 5

Kepala Bappeda dan PM melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD
yang dituangkan ke dalam Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Pasal 6

RPJMD wajib dilaksanakan Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka
penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Pasal 7

RPJMD berikut matriknya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung
Timur.

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ERWANDI A. RANI

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 226


